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RINGKASAN 

Laporan Keuangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tahun Anggaran 2022 ini telah disusun 

dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat 

di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi: 

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN 

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, 

yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 

31 Desember 2022.  

Realisasi Pendapatan Negara pada  TA 2022 berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar 

Rp439.760.013.126,00 atau mencapai 105,72% dari alokasi anggaran sebesar 

Rp415.957.955.000,00. 

Realisasi Belanja Negara pada  TA 2022 adalah sebesar Rp1.264.258.366.843,00 atau mencapai 

96,98% dari alokasi anggaran sebesar Rp1.303.673.972.000,00.  

2. NERACA 

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 

Desember 2022. 

Nilai Aset per 31 Desember 2022 dicatat dan disajikan sebesar Rp5.170.682.403.145,00 yang 

terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp2.692.912.123.697,00, Aset Tetap (neto) sebesar 

Rp2.412.209.772.713,00, Piutang Jangka Panjang (netto) sebesar Rp1.045.496,00, dan Aset 

Lainnya (netto) sebesar Rp65.559.461.239,00. 

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp374.693.744.776,00 dan 

Rp4.795.988.658.369,00. 

3. LAPORAN OPERASIONAL  

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, 

surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, 

dan  surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode 

sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp923.707.509.166,00, sedangkan jumlah 

beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp1.229.167.665.311,00 sehingga terdapat defisit 

dari Kegiatan Operasional  senilai Rp305.460.156.145,00. Surplus Kegiatan Non Operasional 

sebesar Rp51.711.092.112,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar 

Rp254.255.598.773,00. 

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun 

pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2022 adalah 

sebesar Rp4.354.112.474.247,00, ditambah Defisit-LO sebesar Rp254.255.598.773,00, ditambah 

dengan koreksi yang mengurangi ekuitas sebesar Rp45.307.663.377,00 dan transaksi antar 
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entitas senilai total Rp741.439.446.272,00, sehingga Ekuitas akhir entitas pada tanggal 31 

Desember 2022 adalah senilai Rp4.795.988.658.369,00. 

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci 

atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan 

Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian 

informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta 

pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan 

keuangan. 

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 

31 Desember 2022 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan 

Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2022 disusun dan disajikan dengan 

menggunakan basis akrual.  Neraca Percobaan, LRA, LO, LPE, dan Neraca secara detil dapat dilihat 

pada lampiran 1. 
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A. PENJELASAN UMUM 

 

A.1. Profil dan Rencana Strategis Komisi Pemberantasan Korupsi 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk sebagai lembaga negara yang bersifat 

independen dan dalam melaksanakan tugas serta kewenangannya bebas dari pengaruh 

kekuasaan manapun. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi adalah landasan legal bagi pelaksanaan tugas KPK dalam 

mengkoordinasikan lembaga penegak hukum lainnya melalui koordinasi dan supervisi, 

melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan (represive), mendorong pencegahan 

(preventive) tindak pidana korupsi, serta melakukan pemantauan terhadap 

penyelenggaraan pemerintahan negara. KPK dipimpin oleh Pimpinan KPK yang terdiri atas 

lima orang, seorang ketua merangkap anggota dan empat orang wakil ketua merangkap 

anggota. Kelima pimpinan KPK tersebut merupakan pejabat negara, yang berasal dari unsur 

pemerintahan dan unsur masyarakat. Pimpinan KPK memegang jabatan selama empat 

tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan. Dalam pengambilan 

keputusan, pimpinan KPK bersifat kolektif kolegial. 

Rencana Strategis 

KPK merupakan lembaga negara yang bersifat independen yang dalam melaksanakan 

tugas dan kewenangannya bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Berdasarkan Pasal 6 

Undang Undang Nomor 19 Tahun 2019, tugas KPK meliputi: melakukan tindakan-tindakan 

pencegahan tindak pidana korupsi, melakukan koordinasi dan supervisi terhadap upaya 

pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang berwenang, 

melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, dan 

melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. 

Visi 

“Bersama masyarakat menurunkan tingkat korupsi untuk mewujudkan Indonesia maju”. 

Misi 

1. Meningkatkan upaya pencegahan melalui perbaikan sistem dan pendidikan 

antikorupsi yang komprehensif. 

2. Pemberantasan tindak pidana korupsi yang efektif, akuntabel, profesional dan 

sesuai dengan hukum. 

3. Meningkatkan akuntabilitas, profesionalitas dan integritas Komisi Pemberantasan 

Korupsi dalam pelaksanaan tugas dan wewenang 

Sasaran Strategis 

1) Peningkatan Upaya Pencegahan Korupsi, diukur dengan indikator sebagai berikut :  

a. Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) ; Indeks Korupsi semakin mendekati 5 yang 

berarti masyarakat berperilaku semakin antikorupsi. 

b. Nilai Survei Penilaian Integritasi (SPI); Nilai SPI semakin tinggi menunjukkan 

integritas suatu K/L/PD semakin baik.  

2) Mengoptimalkan kegiatan penindakan TPK dan TPPU yaitu optimalisasi 

mekanisme pemulihan dan pengelolaan aset hasil tindak pidana korupsi, yang 

diukur dari persentase asset recovery. Asset recovery adalah upaya eksekusi berupa 
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pengembalian kerugian keuangan negara atas kasus yang ditangani KPK. Asset 

recovery menghitung persentase dari putusan pidana pengganti dan denda. 

Pengukuran asset recovery tercermin dari persentase akumulasi realisasi PNBP 

yang berasal dari uang pengganti/barang rampasan/denda/hibah/alih fungsi 

pemanfaatan dibandingkan dengan akumulasi nilai uang pengganti, rampasan dan 

denda berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap setelah 

diterima secara lengkap. 

3) Meningkatkan tingkat efektivitas dan akuntabilitas kelembagaan yang diukur dari 

Opini BPK, Nilai LAKIP KPK, Indeks Maturitas SPIP dan SPBE. 

Target capaian yang diharapkan pada akhir masa pelaksanaan Renstra adalah sebagai 

berikut : 

Tabel 1. Target Pencapaian Renstra KPK 2020-2024 

 

Strategi pencapaian tujuan dan sasaran KPK dalam melaksanakan tugas dengan fokus area 

periode 2020-2024 digambarkan dalam peta strategi sebagai berikut: 
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Gambar 1. Strategy Map-KPK 

A.2.  Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan 

Laporan Keuangan Tahun 2022 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek 

keuangan yang dikelola oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Laporan Keuangan ini 

dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual 

maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan 

pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada 

Kementerian Negara/Lembaga. 

A.3.  Basis Akuntansi 

Komisi Pemberantasan Korupsi menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian 

Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk 

penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi 

yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa 

itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. 

Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang yang mengakui pengaruhi transaksi atau 

peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan 

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. 

A.4.  Dasar Pengukuran 

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap 

pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan KPK dalam penyusunan 

dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis. 

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai 

wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat 

sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi 

kewajiban yang bersangkutan. 

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang 

menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang 

rupiah. 
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A.5.  Kebijakan Akuntansi 

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Semester 1 Tahun 2022 telah mengacu pada 

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Kebijakan 

akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan 

praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan 

penyajian laporan keuangan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-

kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.  

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan LK KPK 

adalah sebagai berikut: 

1. Pendapatan-LRA 

• Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN). 

• Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan 

membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah 

dikompensasikan dengan pengeluaran). 

• Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan. 

 

2. Pendapatan-LO 

• Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau 

Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. 

• Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan 

membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah 

dikompensasikan dengan pengeluaran). 

• Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan. 

3. Belanja 

• Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.  

• Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada 

saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan 

Perbendaharaan Negara (KPPN). 

• Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya 

klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas 

Laporan Keuangan. 

4. Beban  

• Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya 

penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.   

• Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi 

berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan 

Keuangan. 

5. Aset 

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang, dan 

Aset Lainnya. 
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a. Aset Lancar 

• Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk 

direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) 

bulan sejak tanggal pelaporan.  

• Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk 

valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada 

tanggal neraca. 

• Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak 

yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, 

yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan 

setelah tanggal pelaporan.  

Khusus Uang Pengganti, pengakuan dan pencatatan piutang berdasarkan Surat 

Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan. 

• Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh 

tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian 

Lancar TPA/TGR.  

• Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca 

dikalikan dengan: 

▪ Harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian; 

▪ Harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri; 

▪ Harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara 

lainnya.  

b. Aset Tetap 

• Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah 

maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 

tahun. 

• Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.  

• Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi 

sebagai berikut: 

1) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga 

yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta 

rupiah);  

2) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau 

lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah); 

3) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi 

tersebut di atas, diperlakukan sebagai beban kecuali pengeluaran untuk 

tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi 

perpustakaan dan barang bercorak kesenian. 

• Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang 

disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan 

kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan 

Rencana Umum Tata Ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir 

direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya. 
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• Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari 

neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan di bidang  pengelolaan BMN/BMD. 

Untuk BM/KN yang mempunyai nilai Aset Tetap di bawah Nilai Satuan Minimum 

Kapitalisasi Aset Tetap sebagaimana tersebut di atas dicatat didalam buku 

inventaris di luar pembukuan (ekstrakomptabel). Hal ini sesuai dengan Keputusan 

Menteri Keuangan Nomor 01/KM.12/2001 tentang Pedoman Kapitalisasi Barang 

Milik/Kekayaan Negara Dalam Sistem Akuntansi Pemerintah. 

c. Penyusutan Aset Tetap 

•  Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan 

kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. 

•   Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap: 

a. Tanah 

b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan 

c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau 

dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada 

Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan. 

•  Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir 

semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu. 

• Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu 

dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara 

merata setiap semester selama Masa Manfaat. 

• Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri 

Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam 

Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas 

Pemerintah Pusat.  Secara umum penggolongan masa manfaat adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 2. Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap 

Kelompok Aset Tetap Masa Manfaat 

Peralatan dan Mesin 2 s.d. 20 tahun 

Gedung dan Bangunan 10 s.d. 50 tahun 

Jalan, Jaringan dan Irigasi 5 s.d 40 tahun 

Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern) 4 tahun 

d. Piutang Jangka Panjang  

• Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan 

direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam 

Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan 

Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih 

dari satu tahun. 

• Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan 

Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai 

yang dapat direalisasikan. 
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e. Aset Lainnya 

• Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang 

jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan 

Aset Lain-lain.  

• Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga 

perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.  

• Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis 

lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak 

terbatas tidak dilakukan amortisasi. 

• Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan 

Menteri Keuangan Nomor: 81/KM.6/2018 tentang perubahan atas Keputusan 

Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam 

Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas 

Pemerintah Pusat.  Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 3. Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud 

Kelompok Aset Tak Berwujud 
Masa Manfaat 

(tahun) 

Software Komputer 4 

Franchise 5 

Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia 

Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. 
10 

Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan 

Varietas Tanaman Semusim. 
20 

Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman 

Tahunan 
25 

Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak 

Ekonomi Produser Fonogram. 
50 

Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I 70 

• Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu 

harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. 

 

6. Kewajiban 

• Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya 

mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.  

• Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan 

kewajiban jangka panjang. 

a. Kewajiban Jangka Pendek 

• Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika 

diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah 

tanggal pelaporan. 

• Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Uang Muka dari 

KPPN dan Pendapatan Diterima di muka. 
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b.  Kewajiban Jangka Panjang 

• Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan 

untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah 

tanggal pelaporan.  

• Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban 

pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung. 

7. Ekuitas 

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. 

Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas. 

8. Kebijakan Akuntansi atas Penyisihan Piutang Tidak Tertagih 

• Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar 

persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. 

Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan 

upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. 

• Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal 

pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 69/PMK.06/2014 

tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak 

Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara. Kriteria 

kualitas piutang diatur sebagai berikut: 

Tabel 4. Penggolongan Kualitas Piutang 

Kualitas Piutang Uraian Penyisihan 

Lancar Belum dilakukan pelunasan s.d tanggal jatuh tempo 0,5% 

Kurang Lancar Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan 
Pertama tidak dilakukan pelunasan 

10% 

Diragukan Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan 
Kedua tidak dilakukan pelunasan 

50% 

Macet 1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan 
Ketiga tidak dilakukan pelunasan 

2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan 
Piutang Negara/DJKN 

100% 

Karena kekhasan jenis piutang KPK, maka kebijakan penggolongan kualitas piutang di 

KPK adalah: 

a. Piutang Gratifikasi 

Piutang gratifikasi dikategorikan lancar dan macet. Piutang gratifikasi 

dikategorikan lancar sampai piutang tersebut diserahkan kepada Panitia Urusan 

Piutang Negara (PUPN) dan disisihkan sebesar 0,5%.  Piutang gratifikasi 

dikategorikan macet jika telah diserahkan ke PUPN dan disisihkan sebesar 100%. 

b. Piutang Uang Pengganti 

Piutang uang pengganti dikategorikan lancar dan macet. Piutang uang  pengganti 

dikategorikan lancar dan disisihkan sebesar 0,5%,  jika: 

1. Para terpidana mengangsur pembayaran Uang Pengganti, atau, 

2. Para terpidana masih/sedang menjalani pidana penjara, baik pidana pokok 

maupun pidana tambahan sebagai subsider pembayaran uang pengganti. 

Piutang uang pengganti dikategorikan macet dan disisihkan sebesar 100%, jika 

para terpidana telah menjalani pidana penjara, baik pidana pokok maupun pidana 

tambahan sebagai subsider pembayaran uang pengganti.  
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9. Kebijakan Akuntansi Terkait Perolehan Aset Tetap dari Belanja Barang Untuk Kegiatan 

yang Bersifat Rahasia 

Khusus pembelian alat-alat untuk kegiatan rahasia, yang dimaksudkan sebagai barang 

habis pakai, tidak untuk dipelihara, dan bukan untuk operasional KPK sehari-hari, maka 

atas pembelian tersebut dikategorikan sebagai belanja barang. 

10. Kebijakan Akuntansi Terkait Kontrak-kontrak Konstruksi 

Kontrak-kontrak konstruksi dicatat sebagai aset sesuai dengan prestasi fisik pengerjaan 

pada tanggal periode pelaporan keuangan, bukan berdasarkan nilai pembayaran yang 

telah diterima oleh pihak vendor. Selisih nilai pembayaran dengan prestasi fisik akan 

dikembalikan melalui mekanisme pencairan bank garansi atau melalui Surat Setoran 

bukan Pajak (SSBP) ke Kas Negara dan dicatat sebagai piutang. 
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